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Pencabutan. 
 

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

NOMOR 15 TAHUN 2018 

TENTANG 

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN  

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI 

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, perlu disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang 

kepegawaian serta kebutuhan organisasi Badan 

Pengawas Obat dan Makanan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Ketentuan 

Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2015 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 393); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari 

Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 

  8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor          

21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

  9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri; 

  10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor          

1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 
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Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33); 

  11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745); 

  12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai 

Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1861); 

  13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 784); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN 

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN 

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. 

 

 BAB I 

 KETENTUAN UMUM 

 

 Pasal 1 

  Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah 

pegawai negeri dan pegawai lainnya yang berdasarkan 

keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam 

suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada suatu 

organisasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada Pegawai yang besarannya didasarkan pada nilai 

dan kelas jabatan serta capaian prestasi kerja Pegawai. 
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3. Petugas Pencatat Kehadiran adalah petugas yang 

ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan untuk menangani dan 

bertanggung jawab atas administrasi pencatatan 

kehadiran Pegawai. 

4. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 

Pegawai pada satuan organisasi berdasarkan penilaian 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 

5. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target 

yang akan dicapai oleh seorang Pegawai  

6. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau 

tindakan yang dilakukan oleh Pegawai  atau tidak 

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural 

maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi 

Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian 

Tunjangan Kinerja. 

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

   

 Pasal 2 

(1) Pegawai berhak menerima penghasilan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pegawai berhak menerima Tunjangan 

Kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali. 

(3) Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tidak diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan 

tertentu di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan; 

b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau 

dinonaktifkan; 

c. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya 

dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan 

sebagai Pegawai Negeri; 

d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada 

badan/instansi lain di luar Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan; dan 

e. Pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara 

atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan 

pensiun. 

 

 Pasal 4 

(1) Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau 

dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b karena sedang dilakukan penahanan tidak 

diberikan Tunjangan Kinerja. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai 

berlaku di bulan berikutnya pada tanggal ditetapkan. 

(3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pegawai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak 

bersalah maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali 

terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan 

untuk tetap melaksanakan tugas. 

 

 BAB II 

 DASAR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 

 

 Pasal 5 

(1) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan Kelas Jabatan 

yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara 
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